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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI DOBO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

NOMOR : 09/KPN/SK/02/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI DOBO
KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 — 2024 maka
Pengadilan Negeri Dobo perlu menetapkan Indikator Kinerja

Utama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1931A/SEK/0OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen
SAKIP.

SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor
: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja

Utama Mahkamah Agung R

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo
tanggal 03 Februari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dobo

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
DOBO

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor
09/KPN/SK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan
Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo Tahun

2021.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Negeri Dobo, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA Rl dan
Pengadilan Negeri Dobo agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat
dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

: .Di_’gétapigan di D




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DOBO

INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1. | Terwujudnya Persentase Sisa Laporan
Proses Pe.radilan Perkar:?l Perda.ta Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% Panitera Bulanan
yang Pasti, yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan dan
Transparan dan Laporan
AkuntF;beI CataFan : , TaI'F:unan
e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output
adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun
berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.
2. Persentase sisa Laporan
perkara Perdata Jumlah sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan Panitera Bulanan
Khusus yang Jumlah sisa perkara perdata khusus yang harus 100% dan
diselesaikan diselesaikan Laporan
Catatan: Tahunan
e Sisa perkara Perdata khusus adalah perkara perdata khusus yang
belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa
perkara perdata khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata
khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2
tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
3. Persentase Sisa Laporan
Perkara Pidana Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% Panitera Bulanan




yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan

dan Laporan

Tahunan
Catatan :
e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.
Persentase Sisa Laporan
Perkara Pidana Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan 100% Panitera Bulanan
Khusus yang Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan dan
Diselesaikan Laporan
Catatan: Tahunan
e Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara
pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus
yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
Persentase Laporan
Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Panitera Bulanan
. . - - 100%
yang Diselesaikan Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan
Tepat Waktu Catatan : Laporan
Tahunan

e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan




tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan.
Persentase Laporan
Perkara Perdata Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat Panitera Bulanan
Khusus yang waktu 100% dan
diselesaikan Tepat Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan Laporan
Waktu Tahunan
Catatan :
e Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan.
Persentase Laporan
perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Panitera Bulanan
) . - - - 100%
yang diselesaikan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
tepat waktu Laporan
Catatan : Tahunan
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
Persentase Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Panitera Bulanan
Tidak Mengajukan Hukum Banding 100% dan
Upaya Hukum Jumlah Perkara Diputus Laporan
Banding Tahunan




Catatan :

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu
triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu

triwulan.
9. Persentase Laporan
Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Panitera Bulanan
Tidak Mengajukan Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan dan
Upaya Hukum Laporan
Kasasi Catatan : Tahunan
[ ]
10. Persentase Laporan
perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Panitera Bulanan
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% dan
Upaya Hukum Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Peninjauan Tahunan
Kembali Catatan :
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah
perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka
waktu tahunan.
11. Persentase Laporan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Panitera Bulanan
Anak yang Diversi 100% dan
Diselesaikan Jumlah Perkara Pidana Anak Laporan
dengan Diversi Tahunan

Catatan:




12. Index Kepuasan Laporan
Pencari Keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Panitera Bulanan
Layanan Peradilan 100% dan
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan
Catatan :
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara
Pelayanan Publik
13.| Peningkatan Persentase Laporan
Efektivitas Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Panitera Bulanan
Pengelolaan Perkara Perdata kepada Para Pihak tepat waktu 100% dan
Penyelesaian yang dikirim Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
Perkara kepada Para Pihak Tahunan
tepat waktu Catatan:
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
14, Persentase Laporan
Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Panitera Bulanan
Perkara Pidana kepada Para Pihak Tepat waktu 100% dan
yang dikirim Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Laporan
kepada Para Pihak Tahunan
Tepat Waktu Catatan :

e - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. -
Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak




15. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Bulanan
Diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Melalui Mediasi 100% dan

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Laporan
Tahunan
Catatan :
[ ]

16. Persentase Berkas Panitera Laporan
Perkara yang Bulanan
Dimohonkan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dan
dan PK yang 100%

Diajukan Secara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi Laporan
Lengkap dan dan PK Tahunan
Tepat Waktu

Catatan :

[ ]

17. Persentase Panitera Laporan
Putusan Perkara Bulanan
yang Menarik Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam dan
Masyarakat yang Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%

Dapat Diakses Laporan
Secara Online Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Tahunan




dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus

Masyarakat

Catatan:
[ ]
18.| Meningkatnya Persentase Panitera Laporan
Akses Peradilan Perkara Prodeo Bulanan
bagi Masyarakat yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Miskin dan 100% dan
Terpinggirkan Jumlah Perkara Prodeo
Laporan
Tahunan
Catatan :
o
19. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Bulanan
Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung
Luar Gedung Pengadilan dan
Pengadilan 100%
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Laporan
Pengadilan Tahunan

Catatan:




20. Persentase Laporan
Pencari Keadilan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Panitera Bulanan
Golongan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Tertentu yang Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Mendapat Tahunan
Layanan Bantuan | Catatan:
Hukum °
(Posbakum)
21.| Meningkatnya Persentase Laporan
Kepatuhan Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti Panitera Bulanan
terhadap Putusan | Perdatayang (Dieksekusi) 100% dan
Pengadilan Ditindak lanjuti Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan Laporan
(Dieksekusi) dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahunan

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin
bagus kinerja pengadilan




MAHKAMAH AGUNG R.l.  Nomor

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu o
PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS II  Revisi 00

UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 Tanggal 21 JANUARI 2022

JI. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295
Kepulauan Aru 97662 Halaman

Dobo, 21 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Para Hakim

2. Panitera dan Sekretaris
3. Para Panitera Muda

4. Para Kepala Sub Bagian

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dobo yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIT s/d Selesai

Tempat | : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo
Agenda : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PROSEDUR MUTU
TAPM. @ All Rights Reserved




MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor 2

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu o
PENGADILAN NEGERI DOBO KELAS || Revisi 00
DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tanggal 24 JANUARI 2022
JI. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295
' MK::u!au:nimeSgS{Sz l Halaman 1of 1

HARITANGGAL : SENIN /24 JANUARI 2022
TEMPAT : RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI DOBO

AGENDA : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
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PROSEDUR MUTU
TAPM. @ All Rights Reserved

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Dobo Kelas Il
NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DOBO

Email : PN_Dobo@yahoo.com
MALUKU 97662

HARI/ TANGGAL RAPAT Senin, 24 Januari 2022

LOKASI RAPAT

Jin, Ali Moertopo, Dobo - Kabupaten Kepulaun Aru

Nomor -
Revisi -

Tanggal 24 Januari 2022

Halaman 1of 3

KETERANGAN LAMPIRAN

Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo v DAFTAR HADIR

MULAI WAKTU RAPAT 09: 00 SELESAI  10.30 INTERNAL MEMO
Rapat Penyusunan Indikator Kinerja
POKOK BAHASAN RAPAT 1 Utama (IKU) Beri Tanda berikut N
PIMPINAN RAPAT 2 MAJU PURBA, S.H.
NOTULEN 3 ANDIAGUNG, AMd.
BAHASAN MATERI RAPAT
CATATAN KESIMPULAN

Pembukaan Rapat Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Dobo dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Bapak Maju Purba, S.H :

1.

ilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen [ni Tanpa Persetujuan Manajeme

Rapat dimulai dengan pertama-tama memanjatkan puji dan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya
Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Dobo dapat dilangsungkan, dengan mengucapkan terima
kasih kepada para bagian terkait yang telah melaksanakan
tugasnya dengan baik dan telah meluangkan waktu untuk
mengikuti rapat bersama.

Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat dengan
mensosialisasikan terhadap Perma Nomor 7, 8, dan 9 tahun
2016 tentang Pengawasan Dan Kedisiplinan Aparatur
Pengadilan dan Maklumat Nomor 1 tahun 2017 untuk lebih
waspada terhadap pelayanan di Pengadilan.

Sebelum membuka Rapat Bulanan, Ketua Pengadilan Negeri
Dobo menyampaikan terkait penerapan protokol kesehatan di
area kantor Pengadilan Negeri Dobo baik untuk seluruh aparatur
Pengadilan Negeri Dobo maupun Para Pengujung di Pengadilan
negeri Dobo.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat
dengan menyampaikan topik pembahasan yaitu Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo memberikan
kesempatan kepada bagian PTIP untuk menyampaikan data-

D Man 1en

Dari Rapat Penyusunan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri
Dobo yang dilaksanakan pada 24 Januari
2022 dapat disimpulkan bahwa dokumen
IKU Pengadilan Negeri Dobo telah
selesai disusun siap untuk dikirim.

PROSEDURMUTU
TAPM.F.PM.05.03-Rev.01@ All Rights Reserve




Tim Akreditasi Penjaminan Mutu .
Pengadilan Negeri Dobo Kelas I Revisi -
NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN T | 24 2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) angga anuart
PENGADILAN NEGERI DOBO
Jin. Ali Moertopo, Dobo — Kabupaten Kepulaun Aru
Email : PN_Dobo@yahoo.com
MALUKU 97662

Halaman 2of 3

data pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Negeri
Dobo;

6. Selanjutnya Staf bagian PTIP Ibu Jeanet A. Manoi memaparkan
dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun
terdiri dari SK Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun
2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

7. Selanjutnya Bapak Damianus J. Koryesin S.Kom menambahkan
terkait pemaparan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU),
bahwa yang dilakukan reviu hanya pada bagian SK tim
penyusunan (Indikator Kinerja Utama) IKU.

8. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo mengucapkan terima
kasih dan menutup rapat dan kembali mengingatkan untuk tetap
menjaga kedisiplinan dan ketertiban, serta tetap memperhatikan
pengisian rutin LLK dan tetap menjaga kedisiplinan absensi
manual dan digital.

TANDA TANGAN DIPERIKSA .~ ~, DISAHKAN

o g L ,
WAKIL KETUA f o = KETUA
DIB / o \ -
IBUAT NOTULEN PENGADILAN NEGERIDOBO ~ ,/ //<PE Y

ANDI AGUNG, A.Md. JE}’ KTl FIRMANSYAH, S.H., M.H. PURBA, S.H.

Bl A . - A , Ml i Tz Parentiiin A - PROSEDURMUTU
Uilarang Menggandakan / iviengcopy Uorkumen (ni 1anpa Ferseiujuan vianajemen 2
2 oo 2 TAPM.F.PM.05.03-Rev.01@ All Rights Reserve




MAHKAMAH AGUNG R Nomor

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu o=t
Pengadilan Negeri Dobo Kelas II Revisi
NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN T r 94 —
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) angga anuar

PENGADILAN NEGERI DOBO

Jin. Ali Moertopo, Dobo — Kabupaten Kepulaun Aru
Email : PN_Dobo@yahoo.com
MALUKU 97662

Halaman 3of 3

Foto Dokumentasi

SN QangT

PROSEDURMUTU

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
el ARk e A d ¥ TAPM.F.PM.05.03-Rev.01@ All Rights Reserve



PENGADILAN NEGERI DOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

NOMOR: 02 /KPN/SK/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi

Pemerintah;

. Bahwa Bahwa nama — nama yang tercantum dalam Surat

Keputusan ini dianggap mampu untuk menyusun Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dobo tahun 2022;

. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-
2024.

. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan,Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DOBO TAHUN
2022.

Tim Reviu Indikator Kerja Utama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran peraturan ini menetapkan rencana kerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Pengadilan
Negeri Dobo 2019-2024.

Menunjuk nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim penyusun Indikator Kinerja Utama
pada Pengadilan Negeri Dobo tahun 2022.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun tersebut adalah
menyusun laporan tersebut sesuai dengan ketentuan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Januari 2022



Pembina
Penanggung Jawab
Pengarah
Sekretaris

Anggota

Operator

PENGADILAN NEGERI DOBO

LAMPIRAN :  Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo

Nomor 02 / KPN/SK/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2022

: Ketua Pengadilan Negeri Dobo

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo

: Panitera Pengadilan Negeri Dobo

: Sekretaris Pengadilan Negeri Dobo

—

6.
7.
8.

Humas Pengadilan Negeri Dobo

. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dobo

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan
Negeri Dobo

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi,
dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dobo

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana Pengadilan Negeri Dobo

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dobo
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Dobo

- Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Dobo




